GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan besaran
tunjangan perumahan harus memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran,rasionalitas, standar harga setempat
yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan
rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang besarannya ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 700/1567 /ITDAPROV.VI.1/2023 tanggal 15 Mei
2023 hal tindak lanjut Management Letter Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022,
terhadap Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera  Selatan, perlu dilakukan penyesuaian
berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan
Prasarana Wilayah Nomor : 373/KPTS/2001 tentang Sewa
Rumah Negara untuk Tunjangan Perumahan dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 untuk
Tunjangan Transportasi;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5434) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nombor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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15. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5});

17. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2022 Nomor 34); '

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan

Gubernur:

a. Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2018 Nomor 51};

b. Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 Nomor 6);

c. Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 Nomor 14);
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d. Nomor 53 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020 Nomor 56);

e. Nomor 61 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020 Nomor 64);

f. Nomor 34 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2022 Nomor 34);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(5)

(6)

Pasal 5

Pemerintah Provinsi menyediakan rumah negara dan
perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi dapat menyediakan rumah
negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya
bagi Anggota DPRD, dapat diberikan tunjangan
perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tunjangan  perumahan  bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai
tanggal pengucapan sumpah/janji dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku,
dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan perumahan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar
Rp.11.642.400,- (sebelas juta enam ratus empat
puluh dua ribu empat ratus rupiah) per orang per
bulan. :

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} ditetapkan sebesar
Rp.13.500.000,- ({tiga belas juta lima ratus ribu
rupiah) per orang per bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5> Septembexr 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

¥ H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5;September: 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

A"

K ~ S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 14




